REPUBLIK INDONESIA

No.318, 2013 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
Pelayaran Surabaya. Organisasi. Tata Kerja.

Politeknik

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 14 TAHUN 2013
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan memenuhi
kebutuhan sumber daya manusia yang terampil dan
ahli di bidang pelayaran, perlu didukung oleh

Mengingat

lembaga pendidikan tinggi vokasi di bidang
yang memadai;

b. bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan lImu
Surabaya telah memiliki kapasitas yang

pelayaran

Pelayaran
memadai

untuk dikembangkan menjadi Politeknik yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi di bidang

pelayaran;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf

b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Surabaya,;

Pelayaran

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4301);

Indonesia
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Negara Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Negara Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Negara Nomor 3929);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2012 tentang
Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5310);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun
2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;
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11.

12.

13.

14.

Memperhatikan :

Menetapkan

(1)
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhnubungan Nomor PM 60 Tahun
2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi Di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah  Non
Kementerian;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
234/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Pendirian
Perguruan Tinggi;

Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri
Pendidikan Nasional, dan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor KM 41 Tahun 2003, Nomor
5/U/KB/2003, dan Nomor KEP. 208A/MEN/2003
tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia;

Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/70/M.PAN-
RB/1/2013 tanggal 14 Januari 2013;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK
PELAYARAN SURABAYA.

BAB |

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Politeknik Pelayaran Surabaya yang selanjutnya disebut Poltek
Pelayaran Surabaya merupakan perguruan tinggi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perhubungan.

Pembinaan Poltek Pelayaran Surabaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), secara akademik dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, dan pembinaan administrasi dan operasional dilakukan
oleh Menteri Perhubungan.
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(3) Poltek Pelayaran Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Poltek Pelayaran Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang
Pelayaran.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Poltek
Pelayaran Surabaya menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang
Pelayaran;

b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

c. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, simulator, sarana, dan
prasarana lainnya;

d. pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;

pengelolaan keuangan dan administrasi umum, serta administrasi
akademik dan ketarunaan;

f. pengembangan sistem manajemen mutu;
g. pelaksanaan pembinaan mental, moral dan kesamaptaan taruna; dan
h. pelaksanaan kerja sama pendidikan vokasi.

BAB Il

SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama

Umum

Pasal 4
(1) Poltek Pelayaran Surabaya terdiri atas:
Direktur dan Pembantu Direktur;
Senat;
Dewan Penyantun;
Perwakilan Manajemen Mutu;
Jurusan;
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
Pusat Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan,;

Se 0 o0 o p

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
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I. Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum;
J.  Kelompok Dosen dan Jabatan Fungsional Lain; dan
k. Unit Penunjang.

(2) Bagan Organisasi Poltek Pelayaran Surabaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Direktur dan Pembantu Direktur
Pasal 5

Direktur merupakan tenaga dosen yang diberi tugas tambahan memimpin
pelaksanaan tugas Poltek Pelayaran Surabaya.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang
bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Pembantu Direktur terdiri atas:

a. Pembantu Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut
Pembantu Direktur I;

b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan,
yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur Il; dan

c. Pembantu Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, yang
selanjutnya disebut Pembantu Direktur IlI.

Pasal 7

(1) Pembantu Direktur I merupakan tenaga dosen yang diberi tugas
tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan
kegiatan administrasi akademik, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, manajemen mutu serta pembinaan tenaga pendidik dan
kependidikan.

(2) Pembantu Direktur Il merupakan tenaga dosen yang diberi tugas
tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan
kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum, dan kerja sama
pendidikan vokasi.

(3) Pembantu Direktur Il merupakan tenaga dosen yang diberi tugas
tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan
kegiatan pembinaan administrasi ketarunaan, siswa, dan alumni serta
pembinaan mental, moral dan kesamaptaan.
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